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Mengingat 

WALi KOTA L UB U KLINGGAU 
PROV[NSI SUMATERA SELATAN 

PERAT URAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGA U 
NOMO R \q TAHU N 202 1 

TENTANG 

LEMBAGA ADAT KOTA LUBUKLINGGAU 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA LUBUKLINGGAU, 

a . bahwa keberadaan lembaga adat di daerah memiliki potensi 
besar untuk berperan serta dalam upaya pengembangan 
dan pelestarian adat di daerah yang merupakan bagian dari 
upaya untuk memelihara ketahanan budaya bangsa 
sebagai pilar dari ketahanan nasional; 

b. bahwa untuk mewujudkan lembaga adat yang 
professional dan akuntabel yang menjadi mitra 
pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada huruf 
a, perlu dilakukan penguatan organisasi lembaga adat; 

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf g dan 
huruf p serta lampiran M sub urusan 4 dan lampiran V sub 
urusan 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, Daerah mempunyai kewenangan 
menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib di bidang 
kebudayaan yang meliputi pengelolaan kebudayaan, 
pelestarian tradisi dan pembinaan lembaga adat di daerah 
serta urusan di bidang pemberdayaan masyarakat yang 
meliputi pemberdayaan lembaga adat; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu 
menetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Adat 
Kota Lubuklinggau; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
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2. U11d{l11~ Unda11g Nnrnor 7 Tahun 200 l tentang 

P1~ml><'11tuk.111 Kola Lubuk Linggau (Lcmbaran Negara 
l·frpublik lndon<'sia Tnhun 2001 Nomor 87, Tambahan 
Lc•rnbarn11 N<•~arn Rt·publik Indonesia Nomor 4114); 

'l. Undnng-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
J>erncrinlahan Dacrah (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tuhun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah bcberapa kah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5679); 

4. Pcraturan Pemcrintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 
2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6206); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 
tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat 
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nornor 
569); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 
tentang Pedoman Pelestarian dan Pengernbangan Adat 
Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat; 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 
tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan 
Bidang Kebudayaan Keraton dan Lembaga Adat Dalam 
Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah; 

8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 
Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 
2017 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 
Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 

2019 Nomor 5); 
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l>c11~a11 l'c•, ,1·tllJUf:tt1 lit-r :mniu 

DF_JWAN PJ•,J<WAKILAN RAKYAT DAJ•:RAII K<>TA LUl1UKLIN(,tiAU 

DAN 

WALi KOTA LUBUKLINGCAU 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PE,RATURAN DAERAH T~NTANG LEMl:3AGA ADAT KOTA 

LUBUKLINGGAU 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Dacrah ini yang dimaksud dcngan: 

1. Kota adalah Kota Lubuklinggau. 
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau. 
3. Wali Kota adalah WaJi Kota Lubuklmggau. 
4 . Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan 

Pemerintah Kota Lubuklmggau. 
5. Lurah adalah Kepala Kelurahan dalam Wilayah Kota 

Lubuklmggau. 
6. Kelurahan adalah Wilayah kerJa Lurah sebagai Perangkat 

Dacrah. 
7. Lembaga Adat adalah Lembaga Adat Kota Lubuklinggau. 
8 . Lembaga Penasehat Adat adalah Lemba ga yang terdiri dari 

tokoh-tokoh adat Kota Lubu khnggau yang bcrtugas 
membma, memberikan naseh a t, masukan-masukan, 
saran c,aran serta memeriksa la pora n masyarakat terhada p 
anggota Lembaga Pemangku Adat. 

9 . Lembaga Pemanglru Adat adalah Organisasi Masyarakat 
yang mcmpunyai tugas dan fungsi Penggalian, Pembinaan, 
Pelestarian adat istiadat dalam lmgkungan Kelurahan. 

10. Tokoh Masyarakat adalah pemuka adat, agama, 
cendikiawan dan budayawan . 

Pasal 2 

(1) Pembentukan lembaga adat dimaksudkan sebagai wadah 
untuk membina, mewuJudkan terpeliharanya kclcstarian 
dan mendorong perkembangan adat istiadat dan nilai so ial 
budaya masyarakat. 
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(2) Pembentukan Iembaga adat bagaimana d1mak1>ud pod, 
aat (1) bertuJuan benuJuan menunJang dan menmgkatkan 
partisipasi sert.a menggali seluruh potens1 mr.i-Jyarakal 
dalam melestankan dan mengembangkan adat 1suadat dan 
mlai sosial budaya yang hidup dan berkcmbang dalam 
masyarakat Kota. 

Pasal 3 

Ruang lingkup pengaturan Lembaga Adat adalah: 
a. pembentukan Jembaga adat; 
b. kedudukan lembaga adat; 
c. tugas, fungsi dan wewenang Jembaga adat. 
d. pembina adat; 
e. susunan pengurus Jembaga adat; 
f. keanggotaan lembaga adat; 
g. hak dan kewajiban Jembaga adat; 
h. pemberhentian anggota lembaga adat; 
i. pembinaan dan pengawasan lembaga adat; 
J. sekretariat lembaga adat; 
k. pakaian dan atribut pengurus lembaga adat; 
1. hubungan dan tata kerja lembaga adat; 
m. pendanaan lembaga adat; dan 
n. ketentuan penutup. 

BAB 11 
PEMBENTUKAN LEMBAGA ADAT 

Pasal 4 

(1) Dalam rangka penyelenggaraan u paya pem berdayaan, 
pelestarian dan pengembangan a da t istiada t dan nilai 
sosial budaya masyarakat maka d ibentuk lembaga adat di 
tingkat Kelurahan dan Kota. 

(2) Lembaga adat sebagaim ana dimaksud pada ayat (1), terdiri 
dari: 
a . lembaga adat daerah yang disebut Lembaga Penasehat 

Adat;dan 
b. lembaga adat kelu rahan yang disebut Lembaga 

Pemangku Adat. 

Pa sal 5 

(1) Lembaga Penasehat Adat sebagaimana dima.ksud dalam 
Pasal 4 ayat (2) huruf a dibentuk atas prakarsa masyarakat 
melalui musyawarah Kota dan ditetapkan dengan 
Keputusan Wali Kota. 
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2 lembaga Pemangku Adat sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 ayat (2) huruf b dibentuk atas prakarsa masyarakat 
melalui musyawarah Kelurahan dan ditetapkan dengan 
Kepurusan Wali Kota atas usul Lurah dan Rekomendasi 

Lembaga Penasihat Adat. 

BAB Ill 
KEDUDUKAN LEMBAGA ADAT 

Pasal 6 

(1) Lembaga Penasehat Adat sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 ayat (2) huruf a berkedudukan di Kota dan 
berfungsi sebagai m.itra Pemerintah Kota. 

2, Lembaga Penasehat Adat sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) rnempunyru sekretariat di dalam wilayah Kota. 

31 Lembaga Pemangku Adat sebagaimana dirnaksud dalam 
Pasal 4 ayat (2) huruf b berkedudukan di kelurahan dan 
berfungsi sebagai m.itra Pemerintahan Kelurahan. 

(4) Lembaga Pemangku Adat sebagaimana dirnaksud pada ayat 
(3) mempunyai sek:retariat di dalam wilayah kelurahan. 

BAB fV 
TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG 

Bagian Kesatu 
Togas 

Pasal 7 

Lembaga penasehat adat sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 4 

ayat (2) huruf a, mempunyai tugas: 
a. memberikan nasehat kepada lemba ga pemangku adat, 

pembina adat Kelurahan, dan pembina adat daerah; 
b. mengumpulkan hasil inventarisasi adat istiad a t yang 

pemah dan sedang berlaku di masyarakat; 
c. merumuskan pembaharuan adat istiadat kekinian; 
d. membantu dan membina pelaksanaan tuga s dan wewenang 

lembaga pemangku adat; 
e. memverifikasi tokoh masyarakat Daerah dan luar Daerah 

untuk diberikan penghargaan di bidang a d a t; 
f. memeriksa dan mengkaji putusan lembaga adat ke lurahan 

yang menyangkut konflik yang berkaitan dengan adat 
istiadat; 

g. membina clan melestarikan objek kemajuan kebudayaan 
Kota bersarna dengan instansi yang terkait ; 
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h . membuat perencanaan mengenai pembinaan, 
pemberdayaan, pelestarian , perlindungan, dan 
pcngembangan adal istiada t masyarakat; 

1. melokukan sosalisasi dan menyebarluaskan adat istiadat 
masyarakat; 

J · mengikuti perkembangan lembaga adat kelu rahan secara 
proaktif; 

k. memberikan masukan, naseha t , arahan kepada pemerintah 
dalam pemberdayaan, pelestarian, perlindu ngan dan 
pengembangan adat istiadat masyarakat; dan 

1. membina hubungan kemitraan dengan Pemerintah Kota, 
lembaga pernerintah lainnya dan masyarakat. 

Pasal 8 

Lernbaga Pemangku Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
aya t (2) huruf b, mempunyai tugas: 
a . melakukan inventarisasi adat istiadat yang dipertahankan 

oleh masyarakat kelurahan; 
b. rnengusulkan tokoh masyarakat kelurahan untuk 

diberikan penghargaan oleh pernbina adat; 

c. rnembina, memberdayakan, rnelestarikan, melindungi dan 
mengernbangkan adat istiadat masyarakat untuk 
mernperkaya budaya Kota dalam pembinaan 

kernasyarakatan; 
d. rnenampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam 

pembinaan pelestarian dan pengembangan adat istiadat 

masyarakat; 
e . menginventaris adat istiadat masyarakat yang hidup, 

tumbuh dan berkembang dalam masyarakat kelurahan 

yang bersangkutan; 

f. menyelesaikan perselisihan adat istiadat masyarakat 

kelurahan yang bersangkutan; 

g. memberikan sanksi terhadap pelanggaran hukum adat 
sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku; 

h. membangun hubungan hannonis terhadap perbedaan adat 

istiadat dalam masyarakat; 

1. melaksanakan kerjasama antara lembaga pemangku adat 
kelurahan dengan pemerintah kelurahan; 

J. membina hubungan kemitraan dengan pemerintah 
kelurahan, lembaga pemerintah lainnya dan m asyarakat; 

dan 

k. melaporkan potensi masalah yang ada kepada penasehat 
adat daerah, dan pembina adat. 
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Bagian Kcdun 
rungs, 

Pasal9 

u:mbaga adat berfungsi scbagai wadah pcrnbinaan, 
pclestarian dan pemberdayaan adat istiadat yang hidup dun 

berkembang dalam masyarakat setempat. 

Bagian Ketiga 
Wewcnang 

PasaJ 10 

Lembaga Penasehat Adat dan Lembaga Pemangku Adal masing­
masing mempunyai wewenang: 
a. melakukan koordmas1, pengarahan dan pengawasan dalam 

rangka pemberdayaan, pelestarian , perlindungan dan 
pengembangan adat istiadat; 

b. melakukan musyawarah dalam pelaksanaan tugas dan 
fungsi Lembaga adat Daerah dan Kelurahan, sesuai dengan 

C. 

d. 
e. 

tingkatan masing-masing; 
membuat rekomendasi pertimbangan adat menurut hukum 
adat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku; 
memberikan gelar kehormatan; dan 
mewakili lembaga adat di luar maupun 
pengadilan dalam rangka pelaksanaan tugas 
masing-masing. 

Pasal 11 

di dalam 
dan fungsi 

(1) Lembaga adat wajib melaksanakan rapat secara berkala 
dan melaporkan hasil kegialannya kcpada Pembina adat 
sesuai tingkatan. 

(2) Lurah sebagai pembina lembaga adat dalam wilayah 
Kelurahan wajib mengawasi jalannya musyawarah 
lembaga adat Kelurahan dan melaporkan kepada pembina 
adat daerah. 

Pasal 12 

(1) Untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan tugas, fungsi 
dan wewenangnya, lembaga penasehat adat dan lembanga 
pemangku adat menyusun peraturan tata tertib yang 
diatur dengan Peraturan Lembaga Adat. 
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(2) Untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan Luga~, 
fungsi dan wcwenangnya lembaga adat menyusun 
Komp1lasi Adat Istiadal Kota Lubuklinggau yang diatur 
dengan Peraturan Lembaga Adat. 

BABV 
PEMBINA ADAT 

Pasal 13 

( 1) Wali Kota sebagai p embina a d al di tingkat Kota. 

(2) Wakil Wali Kola, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris 
Daerah dan Staf Ahli Wall Kota sebagai anggota pembina 
adat di tin gkat Kota. 

(3) Lurah sebagai pem b in a ada t d i tingka t Ke lurahan. 

BAB VI 
SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA ADAT 

Pasal 14 

( 1) Su sunan Lembaga Penaseh a t Adat bersif at k olektif k o legial 
yang terdiri atas: 

a. ketua; 
b. wakil ketua; 
c. sekretaris; 
d . wakil s ekretaris; 
e. bendahara; 
f. bidang u pacara a dat; 
g. bidang adat istiadat; 
h. bidang hukum adat; dan 
1. bidang penelitian dan pengembangan adat 

(2) Susunan Lembaga Pemangku Adat bersifat kolektif kolegial 
yang terdiri dari: 
a. Ketua merangk ap anggota; dan 
b. 4 orang anggota. 

BAB VII 
KEANGGOTAANLEMBAGAADAT 

Pasal 15 

(1) Anggota Lembaga Pem angku Adat terdiri atas tokoh 
masyarakat, tokoh agama dan tokoh cendikiawan yang 
dipilih melalui musyawarah di tingkat kelurahan. 
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(2 ) Pt·11gun1s L t' 11\ung11 Pcmnngku Adat sebanyak 5 (lima) orang 
tlipilih d 11ri chm olch unggota yang tcrpdih dalam 
111usyttwm·1th scbugmmunu yang dimaksud pada aya t (1) . 

(.\) l lnsil 11n1syawurnh Lembaga Pemangku Adat d1sampa1kan 

olt-h Pemnngku o.dat kelurahan kepada Wali Kota . 

Pasal 16 

( I) Anggota Lembaga Penasehal Adat terdiri atas tokoh 
masynrakat di Kota, unsur Pemerintah Kota yang dipilih 
melalui musyawarah oleh pihak Pemerintah Kota dan 
pemuka ada l di tingkat Kota. 

( ) Pengurus Lembaga Penasehat Adat sebanyak 9 (sembilan) 
orang dipilih dari dan oleh anggota yang terpilih dalam 
musyawarah se bagaimana yang dimaksud pada ayat ( 1). 

(3) Hasfl musyawarah Lem baga Penasehat Adat disampaikan 
olch pengurus kepada Wali Kota selaku pembina adat 
melalui Perangkat Daerah. 

Pasal 17 

Anggota Lembaga lembaga penasehat adat dan pemangku adat 
adala h warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat 
sebagai berikut: 
a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Bhineka 
Tunggal Ika; 

c. sehatjasmani dan roh ani; 
d. pendudu k yang telah berdomisili di kelurahan setempat, 

paling singkat 5 (lima ) tahun; 
e. tidak pemah melakukan perbu atan tercela; 
f. tidak sedang dalam m enjalani hukuman; 
g. memenuhi syarat lain yang sesu ai dengan adat istiadat 

masyarakat setempat; da n 
h . memahami dan menguasai adat istiadat setempat. 

Pasal 18 

Masa bakti anggota Lembaga Pen asehat Adat 4 (empat) tahun 
dan Lembaga Pemangku Adat 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih 
kembali sebanyak 3 kali. 
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BABVIII 
I !AK DAN KEWAJlBAN LEMBAGA ADAT 

Pasal 19 

(1) Lcmbaga Adat berhak men erima bantuan atau sumbangan 
dan inslansi pemerintah , swasta, masyarakat dan pihak 
lainnya yang tidak mengikat . 

(2) Pengurus Lembaga Adat dapat menerima honorarium 
sesua i den gan keten tuan perundang-undangan yang 

berla k.u. 

Pasal 20 

Lembaga adat berkewajiban: 
a . m emberikan tauladan dalam pengamalan n ilai-nilai 

Pancasila; 
b . men ciptakan suasana yang dapat menjamin terpiharanya 

ke bhinekaan masyarakat dalam rangka memperkok oh 
persatuan dan kesatuan bangsa; dan 

c. m embantu kelancaran penyelenggaraan fungsi 
pemerintahan daerah dengan memperhatikan kepentingan 
adat istiadat setempat. 

BAB IX 
PEMBERHENTIAN 

Pasal 21 

(1) Anggota Lembaga Penasehat Adat dan Lembaga Pemangku 
Adat berhenti karena: 
a. berakhimya masa bakti; 
b. meninggal dunia; 
c. mengundurkan diri; atau 
d. diberhentikan. 

(2) Anggota Lembaga Penasehat Adat dan Lembaga Pemangku 
Adat berhenti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
karena: 
a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan 

atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 
(enam) bu.Ian; 

b. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota lembaga 
adat; 

c. tidak melaksanakan kewajiban tugas dan fungsi 
sebagai anggota Lembaga Penasehat Adat atau Lembaga 
Pemangku Adat; atau 
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d. melakukan perbuatan tercela yang bertentangan 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku atau adat istiadat yang hidup dan 
berkembang dalam masyarakat. 

(3) Pemberhentian anggota Lembaga Penasehat Adat dan 
Lembaga Pemangku Adat sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, diumumkan dalam 
musyawarah lembaga adat dan diusulkan 
pemberhentiannya kepada Wali Kota melalui pembina adat. 

(4) Pemberhentian anggota Lembaga Penasehat Adat dan 
Lembaga Pemangku Adat sebagaimana d imaksud pada ayat 
(1) hurnf d, diputuskan dalam musyawarah lembaga adat 
dan diusulkan pemberhentiannya kepada Wali Kota melalui 
pembina adat. 

Pasal 22 

(1) Untuk mengis1 kekosongan anggota lembaga adat yang 
berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) 
diangkat anggota pengganti antar waktu. 

(2) Pengangkatan anggota pen gganti antar waktu sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan melalui musyawarah 
lembaga adat sesuru d en gan tingkatannya dan 
dikonsultasikan kepad a pembina adat daerah paling 
lambat 14 (empat belas) hari sejak usulan diterirna. 

(3) Masa jabatan pen gganti antar waktu adalah sisa waktu 
rnasa jabatan yang belum dijalani. 

(4) Pengesahan pen etapan p engurus dan anggota antar waktu 
sebagaimana dimaksud pa da ayat (1) ditetapkan dengan 
Keputusan W ali Kota. 

BABX 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 23 

Pembinaan dan Pengawasan terhadap Lembaga Adat dala m 

pemberdayaan, pelestarian, perlindungan dan pengembangan 
adat istiadat dilakukan oleh Pem e rintah Kota. 
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Pasal 24 

Pembmaun dan Pengawasan sebagaimana dimaksud d u lam 
Pn~al 23 meliputi: 
a . mcmberikan pedoman teknis pelaksanaan dan 

pengembangan lembaga adat; 
b . memberikan pedoman penyusunan perencanaan 

pcmbangunan partisipatif; 
c . menetapkan alokasi bantuan pendanaan untuk pembinaan 

dan pengembangan lembaga adat; 
d . memberikan bimbingan, superv1s1 dan konsultasi 

pelaksanaan serta pemberdayaan lembaga adat; 
e . melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan 

lembaga adat; 
f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi lembaga 

adat; dan 
g. memberikan penghargaan atas prestasi yang dicapai 

lembaga adat. 

BAB XI 
SEKRETARIAT 

Pasal 25 

(l} Untuk menunjang penyelen ggaraan tugas dan fungsi, 
Lembaga Adat wajib membentuk sekretariat yang dipirnpin 
oleh Kepala Sekreta ria t dan dibantu oleh beberapa staf 
sek.retariat. 

(2) Kepala Sekretariat dan staf sekretariat diangkat oleh Ketu.a 

Lembaga Ada t . 

(3) Kepa la Sekretariat dan staf sekretariat dapat diberikan 
honorarium sesu ai den gan kemampuan keuangan Lembaga 

Adat.. 

Pasal 26 

( 1) Sekretariat Lembaga Adat m empunyai tugas dalam 
mcnyelen ggarakan urusan ketatausahaan dan keuangan. 

(2) Kepala Sekre tariat dalam melaksanakan tugasnya 
bertanggun g jawab kepad a Ketua Lembaga Adat. 
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BAB 
D:-\ A RIB IT PS. G 

Pas.a: - -

1) !?engurus !...emba.~ dat dibenkar.. ~an ada.t be.r~--ui 
L .. bumya. 

( l ) 

(2) 

.:. r s.tr.but 
pengu:-..:s ~emba.~a d.a· se::>ag man rl1m.~--:s .... .1 e.y:a:. _ 
diieta!L--:an dalam i?era~a..~ ....emb.if.:: ~caL 

3-G XIl1 

Hubungan ~e_r:a ar.tar Le.mb.ag"" ? -:ase!:at 
Pemerin.mh Kota can lembaga ?emaJ1;.:i..-u 

. .\cat deng~"'1 
de~g~ 

Peuierii··uah Ke:'...:...i."1?.!:~~- Kc:"\..'a.:::.2.:.1....-1 Se~- ~-:s:a:-.s. a.in:-.:-a. 
be:-s.;.:~ac .-e~rraan. Ses~ai denga..1 ""\:gas ?OAO~ can :h.m;s! 

::> a.a.."TI pe .a.~ -:a~""l 
di.."Tia.~sud iJ-aCa a,·a: 

?asa: _g 

ken a se t>.a.gaima:;"12. 
be;-c:a ~ -ka...""l pr::--s.p 

( '1) K l ....... n.._ ~ • ,. . n..... A -erua e~u.i~a .rc-r:a e •• at ae.at c..;;J."1 h.e:.u.~ .rc-m....::.g J. oat 

memimpm drui meng~oorclin3.~ ·egiat n angg t n, 
serta mernberikan petun., bagi pelaksanaan tuga 
mas_rig-masmg 

Kerua Lembaga Pena eh t d t • n 
seoagaima.ri .. , din1a}·suc pad ~ t 

dan perrimbangan kepa a \\'ah · t 

penyusunan d8.I' pe a.-{~ maan ·ebJ.j 
adat 1suadat. 

Ketua Pcmangku Adat 
membenkan ran 

dan Lurah dalam hal 
·an yang menyan kut 

(3) Keputusa.I1 Lembaga Pe- . ..1.seh t dat dan Ketua ~mangku 
.-\dat waJ1b d!.a...~-2 .. 1..,a.: ... n oleh setiap orang at.au badan ran 

be.rad.. d .. 1.am ,la~ ah '-etJa le.mbaga dat serta dipedoman1 
oleh apararur d e.rah. 

Dlpindai d t nc;ian CamSca.nner 



BAB XIV 
Pf<:NDANAAN 

Pusul ;w 

(1) Pcndanaan dalam rangka pcmbcrdflyHcm, pclcslarian dun 

pengembangan adat istiadat dun nilai-n ilai sosiu I buday<.-1 

masyarakat bersumber dari: 
a. bantuan pemerintah melalui anggan.m pcn<fopr1tM1 

belanja negara; 
b. bantuan pemerintah Provinsi Sumatcra Sclnt.-n1 

melalui anggaran pendapatan belanja daerah Provm~i 
Sumatera Selatan; 

c. bantuan Pemerintah Kota mclalui angg&ran 

pendapatan belanja daerah; 
d . swadaya masyarakat; dan 
e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat. 

(2) Sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
diberikan setiap tahun berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

BAB XV 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 31 

Lembaga Adat yang telah terbentuk melalui Peraturan Wali Kota 
Lubuklinggau Nomor 31 Tahun 2014 tentang Pembentukan 
Lembaga Adat Kota Lubuklinggau, tetap diakui keberadaannya 
sampai dengan habisnya masa jabatan Anggota dan Pengurus 
Lembaga Adat. 

BAB XV1 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 32 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan W ali 
Kota Lubuklinggau Nomor 31 Tahun 2014 tentang 
Pembentukan Lembaga Adat Kota Lubuklinggau (Berita Daerah 

Kota Lubuklinggau Tahun 2014 Nomor 31), dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasal 33 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar seuap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah mi dengan penempatannya 
dalam Lembaran Daerah Kota Lubuklmggau. 

Ditetapkan di Lubuklinggau 
pada tanggal 1 3 \ \)e~O\\:,u 2-01..\ 

WALi KOT LUBUKLINGGAU 

AfuTRASOHE 

Diundangkan di Lubukhnggau 
pada tanggal ~ ~\ Qesern\:,er- t,ol- \ 

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU, 

SANI 

LEMBARA!'I DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN?l:mOM OR..\1 
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU PROVINSI 
SUMATERA SELATAN: l 7- \S- I 1,01-2) 
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